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KEPALA DESA BIRA
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BIRA
NOMOR 2 TAHUN 2021

rBurnNo

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan
Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba, maka
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun
anggaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor L8221;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e|;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang' Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
201,9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Mengingat : L.
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Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ot4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan kmerintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang 'Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 20'1,4
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);

9. Peraturan Desa Bira Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Iembaran Desa
Bontobahari Kecamatan Bontobahari Tahun 2O2O Nomor 5);

10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2A2O tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Desa Bira Kecamatan Bontobahari Tahun 2O2A
Nomor 1");

Peraturan Desa Bira Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun Anggaran
2A2A {Lembaran Desa Bira Kecamatan Bontobahari Tahun
2A2O Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA
dan

KEPALA DESA BIRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA

11.

PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
202A.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa darr desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusai pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, h* asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
lndonesia. 
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Z. pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama larn
(ibasrtu perasrg$at Desa sehagal unsut genyelenggara Pemerintahan Desa.

3. "Badan Pbrmusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya dilebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten

Bulukumba.
S. Perangkat Desa adalah pelaksana pemerintah desa yang terdiri atas

sekreiariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desi, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

T: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBD Desa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
B. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

9. -eeUnla 
D"sa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa

dalam 1 (satu) tahun anggararl yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

10. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

' anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya'
11. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan

belanja Desa
12. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang

dengan belanja Desa.
antara pendapatan Desa

13. Sisa I-ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
seli.sih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
periode anggaran.

Pasal 2

Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2A2O, sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

disebut SiLPA adalah
anggaran selama satu

Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Transfer

Dana Desa
Bagran Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten

Pendapatan I-a.in-lain
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)

1.318.000,-
1.845.836.178,-
1.204.363.000,-

45.949.903,-
595.523.275,-

' 
3.458.164,-

1 .850.6 12.342,-

658.347.573,-
435.045.000,-

44.178.000,-
1 1.1 10.000,-

659.708.000,-
1.808.388.573,-

42.223.769,-

yang disebut dengan nama lain



3. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

' PengeluaranPembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAHUN BERJALAN

61.7t4.097,-
100.oo0.ooo,-
(38.28s.903),-

3.937.866,-

Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, paling sedikit memuat:
1. laporan keuangan, terdiri atas:

a. laporan realisasi APB Desa;
b. catatan atas laporan keuangan; dan
c. rincian aset tetap.

2. Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk

ke Desa.
Pasal 4

Rincian Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Laporan Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud daLam Pasal 3,
merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraa.n Pemerintahan Desa akhir
tahun €mggaran.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bira

Ditetapkan di sira
pada tanggal 24 Pebruari 202L

KEPALA DESA BIRA,

MURLAWA
Diundangkan di Bira
pada tanggal Pebruari 2A21

SEKRETARIS DESA BIRA,

PLA DESSIRA"IA CECE

LEMBARAN EESA BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI
TAHUN 2A21 NOMOR 2

NO.REG PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI
KABUPATEN BULUKUMBA : / BIRA/202]. 
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S$ama Dffi
*rdid Ranperdes

HA,SXL EVALUASI

: Ilesa Bira l(ecamatan Bontobahari

: Laporan Hertanggungiawaban Realisasi pelaksanaan

APB Dcsa Thhun Angararr zflhfr

& Tar#apan l3mum

1- Femb€ntul€u Raperdes ini harus memlxrhatrkan dan tidak bobh
bertentangan dengan peratrrl'are undangan yang tebih tinggi,
antara l;ain:

a- Undang'Lnndang F{omsr 6 Tahun 2Al4 terrtang f}esa (Lembaran

Negara Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan tembaran i,l*gar"
Republik Indonesia Nomor S49Sl;

b. Peraturan krnerintah Nomor 43 Tahun 2O1,+ tenfang Feraturan
Helaksanaan Undanpt$ndang Nomor 6 Tahun 2014 teatang Desa

fi-€mbaran }&Xana ReFrblik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123,

":rmbahaa 
l€Ebaran E*epra Republik Indonesia Nomor iS3qt

sebagaimaaa Elah diubah bebempa kali terakhir dengan Peraturan
'fu€rintah Nomor 11 Tbhun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Feraturar kra&rf,an Ptmerintah Namor 43 Tahun 2014 tentalg
Feraturan Felaksanaan L$rrdang-Undang Nomor 6' Tahun 2OI4

. terrtaag il*" {I-€mbaxarr $Iegara Repubkik tndouesia Thhua 2O1g

S$omor 41, Tambahan Lesbaran Negara Rep*rblik Indonesia Nomor
632lk

c- Feratrran Fem€rintah S{mor 6O ?ahun 2t?* terrtang Dana Desa

Yant Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

fl^cmbararr ffiegara Repuhlik Iadoneeia Tahun 2Ol4 Nomor I-68,

Tambahan Lembaran 9{iqara Republik trndonesia l$ornor 5553}

t
^.i
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;
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F"

rcbasaimana tel*b diuhh beberapa k*Ii terakhir dengan Feraturan

tremerintah S{omar I Tahurz 2AL6 tentang Perubahan Kedua atas

Feraturan Femerirrtah ffi*mor 6S ?ahun 2014 tentarg Dana Desa

Yang Berstmber dari Anggaraa Pendaptan dan Belanja Negara

fi€rrbarfln Ssegara Reprblik lndonesia Tahun 2o1E lilomsr s?,

Tlrmbakrr lffibararr N%aa Republik ludonesia Iilomcr SB6a);

d- Feraturar: tilenteri fakgl F-Iegeri Nomor 111 Tahun 2*1+ tentang
Fednmar T€kri* Frat*::an di Desa (Berita Nqgara Republik

' 
trrrdsr**ia Tlr.hua 2O14 Soraor 2@1|;

e. Fera*rrz-r: *{enteri Da}aro Negeri I'lomor 114 Tahun 2014 tentaag

Hamarr Fembarrgunas Uesa {Berita Negara Republik Indonesia

?ahrrrr 2Ol+ Somor 209ai;

{. Feran:mu hilerrteri I}a}am Negeri Ncmor 2O Tahun 2018 teutang

" Fengcblaail lfuuangaln kerah {Berita Negara Republik Indoaesia

Tahua 2018 Ncmor 611|;

g. Peraturan Bupti Bulukurnba Nomor 69 Tahuu 2$18 tenJang

Pengetrolaan Keuangan Desa I{abupaten Bulukumt}a tBerita Daerah

- Kabupaten Bulukumba Tahur 2018 Nomor 69|;

2- Kepala I)€$a merryamlxikan laporan pertangguagiawaban realisasi
pelaksanaan APB $esa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
tahun

Ta:rgapn tmhadap materi lapwn pertanggungiarvaban

- ne@ realisa*i pelaksanaan APB Desa disampaikan
palirg tremhat 3 {tiga} hlhrr setelah akhir tahun anggaran berkenan.

u- Berdasarkn Feraturan Bxapati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Kenanga:r Daerah I{abupatea Bulukumba,
laporan pertangguagiauraban realisasi pelaksanaaa APB Desa tediri
dari:

1
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i l. hda;m*an Desa Hdiri atas kebmpok
dL fudalntan asli dera;

b. raa&dsrr
c. @agatar lain

2, Belanja desa terdiri atas bidang:

. penyehnggaraan pemerintahan Desa;

b. petraksanaan pembangurr*n fi**;
c- pemhinaan kcmags"an=katan Desa;

. d- pemberdayaan masy-anakat Desa; dan

e- p*'Ianggulangan bencala- keadaan danrrat den merdesak
Desa_

3. Fmbiqyaan Desa Miri atas kelarepot<, $ebasai berikut
a. petrerrmaarr pembia5aan; dan
b- peagefuaran pmbiaS.raan-

' b- Laporan pe@ realisasi pelaksanraen ApB Desa, harus
roelampirtan:

1. laporaa keuaugan, t€r'diri atas:

a- laporaa rffiIissi AFB Desa; dan

- b- catatau atac hporan keuangan.

2- laporan realisa*i kqi*tar; dan
3- dartar program *ktoral program daerah dan prograe

Iainrryq yang masrrk ke Desa.

' c, Laporarr h@r dimnlqrd merupakan b*gran dari
Iaporail lren}rebrgaraarl trerrerintahar Desa akhir tahun an{gilrian_

d- Laparan rsffuasi da* laporan @ realisasi
pelrksanaan APts Desa rtiinformasikan kepada maslamkat secam,
tertulis dan derrgan madia informasi, paling sedikit memuat:
a- lngrrran realisasi ApB Desa;

f
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e-

f
s,

h.

L

b- taporan realisasi kegiatfrn;

c- Iaegiatan )mng belum ski dan/atau tidak terlaksana;
d- +rsa ar?gEtanan; darr

e- atauat pengaduan-

Lampirkan foto dokurirent*si dan dokumea lainn5ayang terkait.
I"ampirkar Bfrita Acara xe,*patatan BpD bersama Kepala Desa.
Sesuaikan IIasil Erraluasi-

RaEar€En Fe{rafurar Desa disesuailran dengar fmmat.

q

J.

Bulukumba, Februari 2AZl
Tim Evaluasi dan Asistensi

ill

NO NAMA TNSTANST/ | raNot
I,$IIT }ffiR.IA * TENCEN

i r. I LlH. ASNAHTI SAJD CULL& SH, h{Hiiri
i'I

' 2. i A. MAPPATUNRU ASNLIR, S.STP" M.Sii;
;! lr
lt

BAGIAN HUKUM
SETDA

ilb,
DPMD

it- i.8r- rI(MA L,frltMAYAF{TI ttr$ff$grf&, Sf, MIt{
il

BPKD l,

Fyv
+- i l($IiilfifrW&fl, tiH

ii

5- i FITRLAM, S-IE M-Si

BAGIAN HUKT}M
SETDA hrr
DPMD ,t-r
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